BAB 111
TINJAUAN TEORITIS PEMIKIRAN POLITIK
ISLAM
TENTANG DEMOKRASI DAN TUJUAN

NEGARA

A. Demokrasi

Perkataan demokrasi pertama kali diciptakan oleh
sejarawan yunani, Herodotus, pada abad ke-5 SM.' Secara
etimologis, kata demokrasi (dari bahasa yunani) adalah bentukan
dari dua kata demos (rakyat) dan cratein atau cratos (kekuasaan
dan kedaulatan). Perpaduan kata demos dan cratein atau cratos
berbentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum
sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (Goverment of the
people) dimana kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat dan
dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil

mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara

! Dr. Ahmad Syafii Maarif, Demokrasi Atas Bawabh, ..., h. 196.
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bebas. Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang telah
dikatakan oleh Abraham Lincoln — suatu pemerintahan dari, oleh,

dan untuk rakyat.?

Menurut Internasional  commision of jurits dalam
konferensinya di Bangkok, demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan
politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil
yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada
mereka melalui suatu proses pemeilihan yang bebas. Inilah yang
disebut  sebagai demokrasi berdasarkan perwakilan

(representative demokrasi) .

Dalam bukunya “Konsep Negara Demokrasi”, Munir
Fuady mengutarakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh

beberapa pakar, diantaranya:

1. Menurut Joseph Schmeter, demokrasi adalah suatu

perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan

2 A. Ubaedillah, Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic
Education), Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,(Jakarta,
Kencana,2016), h. 66.
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politik dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk
memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan dimana putusan-putusan pemerintah yang
penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada
kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebasdari
rakyat dewasa.

Pendapat Philippe C. Schmitter, demokrasi adalah suatu
sistem  pemerintahan  dimana  pemerintah  diminta
bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah
publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak
langsung melalui kompetensi dan kerja sama dengan para
wakil yang telah terpilih.

Menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu sistem
dimana kebijakan untuk ditentukan atas dasar mayoritas oleh
wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam
pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana

terjaminnya kebebasan publik.
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Kendati kata demokrasi memiliki beragam arti, namun
yang paling nampak penunjukan maknanya adalah dalam
persoalan politik yang kerap digunakan dalam bahasa serta
filsafat dulu hingga hari ini; bahwa ia merupakan aliran politik
yang dibangun atas pondasi pemberian kesempatan pada rakyat
untuk menyelenggarakan urusan politik dalam negara, dimana
kepututsan tertinggi ada ditangan rakyat dan tidak ada yang lebih
tinggi darinya. Dengan kata lain, rakyatlah yang berhak membuat
undang-undang untuk diri mereka dan lebih berhak untuk
menghukum diri mereka sendiri. Karena itu, sistem pemerintahan
demokrasi dipakai sebagai lawan dari sistem pemerintahan tirani,
otokrasi, despotisme, totaliterisme, aritokrasi, oligarki dan
theokrasi.?

. Demokrasi dalam pandangan Islam kajian mengnai syura dan

demookrasi

Demokrasi dalam pandangan Islam merupakan sesuatu
yang menarik bagi kalangan ilmuan sosisal politik terutama di
kalangan ilmauan politik Islam. Karena pembicaraan ini

mengenai kedua istilah ini lebih banyak melahirkan perdebatan

® Rapung Samuddin, Figih Demokrasi,..., h. 164-165.
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yang cukup serius di antara kelompok ke agamaan dan ilmuan
politik terutama, kelomok Islam “Fundamen” yang menganggap
demokrasi tidak terdapat dalam Islam dan karna itu konsep
demokrasi merupakan kajian yang “menyesatkan” bagi kelomok
ini pada pihak lain terdapat para ilmuan dan aktipis politik Islam
yang menggap demokrasi sebagai sesuatu yang baik untuk
menggunakan oleh orang isalam saat ini, karena tidak ada konsep
politik yang lebih baik dari demokrasi, walopun demokrasi itu
datang dari barat tetapi tidak lah bertetnagan dengan perinsip
perinsip etik yang terdapat orang Islam.

Kedua konsep ini pada dasarnya memiliki kesaman
tentang keterwakilan politik rakyat melalui sebuah majelis khusus
di bentuk untuk merumuskan berbagai kebijakan umum tentang
pelaksanan pemerintahan dalam suatu negara, ke anggotan syura
dan demokrasri merupakan pilihan rakyat secara bebas di antara
calon calon wakil rakyat yang di ajukan oleh partai politik yang
axis sedangan perdebatan antara sura dan demokrasi terletak pada

kualifikasi ke anggotaan wakil wakil rakyat tersebut.
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Syura: Perinsip Politik Islam

Syura bagi “sebagian” umat Islam dianggap sebagai
lembaga politik yang paling penting untuk di adakan oleh negara
negara Islam (Daulah Islamiyah). Beberapa gerakan Islam yang
menekankan pada teradisi Islam periode awal terus
memperjauangakan agar terbentuk ke pemimpinan umat yang
satu yang bisa menegakan nilai nilai Islam di atas muka bumi ini
kita mengenal gerakan ikwanul muslimin di mesir, hizbut hahrir
di palestina, jama’ati Isalami di pakistan, masyumi di Indonesia.

Dalam pandangan gerakan Islam ikhwanul muslimin
misalnya, bahwa sistem poilitik atau pamerintahan di
selenggarakan sesuai dan dalam kerangka landasan-landasan
tertentu vyaitu: syura (musyawarah), hurriyah (kebebasan),
musawah (persamaan), ‘adl (keadilan), ra’ah (kepatuahan)dan
amal ma ruf nahi mungkar.

Syura sebagai mekanisme penyelesaian atas perbedaan
pendapat diantara kelompok mutlak ada dan menjadi dasar bsgi
drbush sistem politik Islam. Sayid Qutub menganggap urgensi

syura sebagai wahana untuk menyatukan berbagai pandangan dan
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pemikiran yang berbeda di kalanngan umat Islam, Karena syura

merupakan hal yang mendasar dalam sisitem Islam.”

. Definisi Serta Pungsi Syura

Secara etimologi, syura atau al-musyawaroh dan al-
muyuroh, berasal dari pecahan kata kerja sawaro. Ibnul manzhur
(w.711 H) dalam bukunya “lisan al-arab” menyatakan, jika
dikatakan  “Syra Al-'Asal  Yasuuruhu  Syauran”, yakni
mengeularakan dan memilih madu (dari tempatnya). Abu ubaid
berkata:  “Syirtu Al-Asal Wa Isytartuhu, artinya aku
mengambilnya (madu itu), dari tempatnya. Demikan pula jika
dikatakan, “asyrni’ala al-asal, artinya bantu aku memindahkan
(madu) ini. Syirtu Ad-Daabaah Sauran, artinya aku
menawrakannya (hewan ternak) untuk dijual, apakah aku termia
harganya atau tidak.

Jadi asal dari makna syura adalah al-istikhraj
(menegeluarkan) al-izh-har (menampakkan) dan al-i’anah

(bantuan). Mashdar-nya (akar katanya) adalah masyurah ada pula

*Fatahullah jurdi, Politik Islam, Pengatar Pemikiran Politik Islam
(yogyakata,Calpulis,2016), h. 148-149.
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yang mengatakan masywar. lbnu hajar al-asgalani (w.852 H)
mengatakan bahwa kata yang pertama (masyurah) yang lebih
benar.

Sedangkan makna syura (musyawarah) menurut termilogi
iya berati tuntutan mengeluarkan pandangan dari mereka yang
memiliki ilmu dan pengalaman untuk menyampaikan suatu
perkara agar mendekati pendengaran. al-jasshasha (w.370H)
mendefinisikan musyawarah sebagai sebuah perkara yang
dimuswarahkan.

Mahmud al-khalidi memberi definisi sebagai musyawah,
bahwa ia adalah perkumpulan manusia untuk mencari kebenaran
dengan cara mengeluarkan berbagai pandangan pada satu

masalah tertentu agar tercapai sebuah keputusan.

Yang di maksud disini musyawarah, yang berkaitan
dengan maslahat umat secara umum. Jadi definisi yang tepat,
“tuntutan mengeluarkan pandangan umat atau yang mewakili
mereka dalam urusan-urusan publik yang terkait dengan

kepentingan-kepentingan mereka”.
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Definisi Ahli Syura

Ahli syura merupakan sebuah istilah yang di kenal pada
dua jaman ke khilafaan, yakni pada masa pamarintahan Abu
Bakar As-Shiddiq ra. dan pemerintahan Umar Bin Khatab ra.
Baru setelah pemerintahan al-khulafa’ al-rasyidin berlalu, istilah
ahli syura bergerser menjadi Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi
(selanjutnya disingkat: AHWA) dan ahlu al-ijtihad. Para peneliti
mengakui, tidak ada yang tahu dari mana summber ini dan siapa
yang paling pertama memperkenalkanya. Boleh jadi, yang
pertama menulis istiilah ini imam al-mawardi (w.450 H) dalam

kitab beliau “Al-Ahkam As-Sulthaniyaha”.

Maksud dari istilah AHWA, adalah kelompok (institusi)
tertentu dari kalangan pamuka masyarakat, yang di wakilkan
untuk melihat maslahat uamat baik yang berkaitan dengan urusan

agama maupun dunia.’

Al-Qur’an mengunakan kata syura dalam tiga ayat.

Pertama, surat Al-Bagarah, 2:233 yang berbunyi :

® Rapung Simuddin, Figih Demokrasi, ..., h. 167-1609.
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Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.®

®Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, Cv.
Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 47.
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Yang membicarakan kesepakatan (musawarah) yang
harus di tempuh suami istri kalo mereka ingin menyapih anak
sebelum dua tahun. Ini menunjukan bahwa suami istri harus
memutuskan peermasalahan anak (termasuk rumah tangga lainya)
dengan cara-cara musyawarah. Jangan ada pemaksaan kehendak
dari satu pihak atas pihak lainya. Sedangkan ayat kedua dan
ketiga, yaitu surat Ali ‘Imran 3:159 dan Al-Syura, 42:38
berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Dalam
surat Ali ‘Imran, 3:159, allah memerintahkan kepada nabi untuk
melakukan musawarah dengan para sahabat.

Al e (R e 1l b sk el L e Lield
N Ln Al 3

Artinya: maka maafkan lah mereka dan mohonlah
ampuanan kepada allah untuk merka serta bermusyawarah
dalam (memutuskan) suatu urusan. Apabila kamu telah bertekad

bulat (dengan keputusan tersebut) maka bertakwalah kepada
allah. Sesungguhnya allah mencintai orang yang bertawakal.

Ayat ini turun berkenan dengan peristiwa perang uhud
yang membawa kekalahan umat Islam. Nabi sendiri mengalami
luka-luka dalam perang tersebut. Ayat ini mengajarkan kepada

nabi, dan tentunya kepada selurun umat beliau, agar
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bermusyawarah dalam memutusakan sesuatu yang menyangkut
kepentingan umat Islam. Sedangkan dalam surat Asy —syu’ra,

42:38 yang berbunyi :
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Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima

(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang

urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka;

dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka.’

Allah menggambarkan sifat orang mukimin yang salah

satunya mementingkan musawarah dalam setiap persoalan yang

mereka hadapi (wa amuruhum syura bainahum).®

. Tujuan Negara

"Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, Cv.
Pustaka Agung Harapan, 2006), h.699.

®Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisai Doktrin Politik
Islam (Jakarta, Gaya Media Peratama, 2001), H. 185.
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Negara bersal dari bahasa sansekerta nagari atau nagara
yang berati kota.’ Istilah negara merupakan terjemahan dari
beberapa kata asing: state (Inggris), staat ( Belanda dan Jerman),
atau etat (Prancis). Secara terminologi, negara diartikan sebagai
organisasi teringgi diantara satu kelompok masyarakat yang
memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup didalam suatu kawasan,

dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Tujuan daripada negara sendiri adalah sebagai sebuah
organisasi  kekuasaan dari kumpulan orang-orang Yyang
mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati
bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antara
lain:

a. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan
b. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum

c. Bertujuan untuk mencapai kesejahtraan umum.*°

*Fatahullah Jurdi, Politik Islam,..., h. 91.
' A. Ubaedillah, Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan(Civic
Education), h. 120.
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Selanjutnya Islam sebagai agama dan negara merupakan
suatu realitas yang dapat ditemukan dalam ajarannya, meskipun
tidak dijelaskan secara ekplinsit dalam Al-Qur’an, akan tetapi Al-
Qur’an menampilkan manusia muslim yang mempunyai
komitmen pada prinsip-prinsip moral. Dia dituntuntuk menjadi
seorang warga negara yang bebas, merdeka dan pada saat yeng
sama muncul dari dirinya ucapan dan prilaku yang mereflesikan

iman mendalam kepada Allah SWT.

Negara merupakan integrasi dan kekuasaan politik
masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur
hubungan-hiubungan manusia dalam masyarakat itu. Dengan
adanya negara yang merupakan organisasi dalam suatu wilayah
dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua
golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan

dari kehidupan bersama.

Sebagaimana telah menjadi suatu teori bahwa kehidupan
bernegara merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia

yang bermasyarakat guna mewujudkan keteraturan dan
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merealisasikan kepentingan bersama dalam masyarakat. Karena
dengan adanya negara dan perangkatnya mereka dapat
memaksakan sesuatu keinginan bersama demi kebaikan dan
kemaslahatan bersama pula. Seperti rumusan Fazlur Rahman
mengenai proses berdirinya atau asal mulanya negara Islam
adalah atas adanya kehendak dari kaum muslimin untuk
melaksanakan perintah Allah, maka tujuan dari negara Islam
menurut Fazlur Rahman adalah untuk mempertahankan
keselamatan dan inegritas negara, memelihara terlaksananya
undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu
sehingga setiap warga negara menyadari kemampuannya dan
bersedia menyumbangkannya demi kesejahtraan seluruh warga

negara.

Tujuan negara yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman
sekilas nampaknya agak sekuler dan seperti tidak sedikitpun
menyentuh yang bernada agama. Rumusan tersebut seperti tidak
satupun dari ayat al-Qur’an atau hadist Nabi yang dijadikan

rujukan. Namun, apabila kita teliti lebih dalam lagi tentang tujuan
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negara menurut Fazlur Rahman, kita tidak akan berkesimpulan
bahwa rumusan itu sekuler. Memang ketika membuat rumusan
tujuan negara, Fazlur Rahman tidak menunjukan ayat-ayat al-
Qur’an dan hadist-hadist Nabi dan seperti tidak sedikitpun
menyentuh yang bernada agama. Tetapi apabila kita hubungkan
dengan rumusan Fazlur Rahman, kenapa dan bagaimana sehingga
terbentuknya negara Islam, kita tumukan bahwa tujuan negara itu
adalah demi kemaslahatan manusia dalam menjalankan perintah
Allah sebagaimana dinyatakan bahwa “Menurut teori Islam dapat
dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah menyatakan
bersedia melaksanakan kehendak Allah sebagaimana yang
tercantum dalam wahyu-Nya”. Jadi mempertahankan intregritas
negara dan terjamin terlaksananaya undang-undang Yyang
dimaksud Fazlur Rahman adalah sesungguhnya untuk
mengamankan undang-undang urusan umat Islam dalam rangka

melaksaknakan perintah Allah.*

11

E. Syibli Syarjaya dan B. Syafuri, Pemikiran Politik dalam
Islam,..., h. 79-82.
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Pandangan Abu A’la al-Maududi dalam rumusan tujuan
negara, menunjukan kepada ayat al-Qur’an surat al-Hadid Ayat

25 yang berbunyi :
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Artinya : Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul
kami yang membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami
turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca keadilan supaya
manusia dapat ,melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi
yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai
manfaat bagi manusia (supaya manusia menggunakan besi itu)
dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama-Nya)
dan rasul-rasul-Nya padahal Allah maha kuat lagi maha
perkasa.*?

Menurut al-Maududi, dalam ayat ini besindijadikan
sebagai lambang kekuatan politik. Ayat tersebut juga

menjelaskan bahwa misi para rasul menciptakan kondisi yang

“Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, Cv.
Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 789.
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didalamnya masyarakat akan dijamin keadilan sosialnya sejalan
dengan norma-norma yang telah dicanangkan al-Qur’an yang
memberikan perintah-perintah yang jelas untuk mencapai
kehidupan yang benar-benar berdisiplin. Dengan demikian,
tujuan negara tidak hanya mencegah rakyat untuk saling memeras
dalam melindungi kebebasan mereka dan melindungi seluruh
bangsanya dari invasi asing. Negara juga bertujuan untuk
mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkesinambungan
yang telah dikemukakan oleh Allah dalam al-Qur’an. Untuk
tujuan ini, kekuasaan politik akan digunakan demi kepentingan
itu dan bilamana diperlukan, semua sarana propaganda dan
persuasi damai akan dipergunakan, pendidikan moral rakyat juga
akan dipergunakan, dan pengaruh sosial maupun pendapat umum

akan dijalankan.™

Al-Mawardi mengatakan bahwa tujuan didirikannya
negara adalah untuk menjaga agama dan mengelola dunia.

Pengertian mengelola dunia dalam tulisan Al-Mawardi di atas

13 H.B. Syafuri, Pemikiran Politik Islam, (Serang: FSEI Press, 2010),
h. 72-73.
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adalah menciptakan ketertiban sosial. Sumber-sumber ketertiban
sosial menurutnya adalah (1) Agama yang mapan sebagai
mengatur nafsu manusia, (2) Kekuasaan politik yang legitimate
dan mampu memaksa, (3) Keadilan, kemakmuran, dan hubungan
harmonis antara rakyat dengan penguasa, (4) Sistem hukum dan
perundang-undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman, (5)
sumber daya yang selalu tersedia dan pemasukan negara yang
stabil, (6) jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi

masyarakat.'*

 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam,(Siyasah
dusturiyah), (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 312.



